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PENGENAAN BEA1 PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN2 

TERHADAP WARISAN SERTA PEMISAHAN DAN 
PEMBAGIAN WAR!SAN 

BERUPA TANAH DAN BANGUNAN 
MENURUT 

UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000 

PENDAHULUAN 

Bagi Negara Republik Indonesia yang sedang meningkatkan 

pembangunan di segala bidol1g menuju masyarakat adil dan 

makmur, pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang 

sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan don 

pelaksanaan pembangunan nosional sebagai pengamalan· 

Pancosila dan Undang - Undang Dosar 1945. Sesuai dengan 

Posal 33 ayal (3) Undang-Undang Dosar 1945, bumi, air dan 

Arti kata Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang 
berupa lalu Iintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan suatu ketentuan Undang
undang. Misalnya bea masuk dikenakan atas pemasukkan barang ke dalam wilayah pabean 
·dan bea keluar dikenakan atas pengeluaran barang keluar wilayah pabean, atau bea batik 
nama yang dikenakan atas perbuatan pemindahan hak pemilikan atas suatu harte. Definisi 
dar; bahan pengajaran..Diktat Perkulliahan Hukum Paiak Kenetariatan UNPAD. 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang·undang Nomer 21 Tahun 1997. ObJek 
Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bagunan yang dapat berupa : 
a. tanah, termasuk tanaman diatasnya : 
b. tanah dan bangunan : 
c: bangunan. 
Yang dimaksud dengan bangunan adalah kenstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan atau perairan, antara lain: 
a gedung: 
b rumah: 
c. kolam renang ; 
d tempet elah raga: 
e. silo. 



i'-iegoro dan dipergunokon untuk seoesar-b5S::::~.::: "e'-',::,'" 3an 

rOKvei. Tonoh sebogoi bogion dorj bumi ye~··::; ~'e' -,oe·,'::-- ,_~'--,nIO 

'uho" Yang Moho Eso serle memiliki fun·::;s ses :::;.::: '.~--::;ing 

memenuhi kebuiuhon dasar unluk papen :::::::-- :::--.:::,; _,_. ,. ,-,go 

IYlerupokon alal,.investasi yang mengunlur,;:<o'--. 

denQC:~ bonounan vanq memberikan mc:::,·Tcc--- '-..-", ,'-

,"",'_r".'- ~.--

Co, ....... ~ :Jogi 

pemiliknyo. Oleh kareno ilu, bogi mereka /:::~;: ;--'e~~:::e·.:' e'- flak 

alas Tanah dan bangunon, wojar menyerchko, sebc;:,~-- nilai 

ekonomi yang diperolehnyo kepoda Negaro meic,ul pernoe\aran 

pajak yang doiam hal ini Bea Perolehan Hok oiGS 10"0" dan 

Bangunan, S 

Perolehan hak atas tonoh dan atau bongu'ian bo;, l.areno 

pemindchon hak maupun hak etas \:;"Gh :":lerljco' 08e, "ojok" 

dengon berlokunyo Undang-undong Nomor 21 Tahun i 9Q~ !lemun 

terhadap perolehan hok at as tonoh dan atau bongunan ,."arison 

baru diberlakukan sejok berlakunyo Un dang-un dang NOPlor 20 

Tohun 2000 tentong Perubahon Atas Undong-undong Nomor 21 

Tohun 1997 Tenlang Bea Perolehan Hok Atas Tanah Dan Bongunan . 

.ihat Penjelasan Umum UU RI No.21/1997 tentang Sea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 
langunan, yang dibuat sebelum UUD 1945 diamandemen. 

;e9a1a sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran (sebenamya tidak 
iigarisbawah. tambilhan oleh penulis) atau objek pajak, balk keadaan, peffiuatan, maup~--'-'-'--" 
,eristiwa. Dalam bahasa Jerman disebut Tatbestand, Misalnya : 

keadaan : kekayaan seseorang pad a suatu saat tertentu, memiliki kendaraan bermotor, 
radio, televisi, memiiiki tanah atau barang tak gerak, menembapti rumah tertentu 
(kebanyakan secara statis/tetap) ; 
perbuatan : melakukan penyerahan barang karena perjanjian, mendirikan rumah atau 
gedun9, mengadakan pertunjukkan atau keramaian, mem:)eroleh penghasilan, 
bepergian ke luar negeri ; , 
peristiwB kematian. keuntungan yang diperoleh secara mend adak, anugerah yang 
diperoleh karena secara tidak terduga, pokoknya segala sesuaru yang terjadi di luar 
kehendak man usia. 

;elanjutnya lihat Rochmat Soemitro : Asas dan Oasar Perpajakan 1. PTEresco Bandung, 
990. him. 101. 
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PerluC"c:i cakupan Objek Pajak 'erhadop worisan Ini 

sebogoimono tujuon penyempumaorn-" a fang dicontumkon 

[jolon, Penjeioson Umum-nyo olineo ice-6 fiUtuf c. Jceli worison 

rnerUQokcn juga Objek Pajak (berdascr,":J: ketenfC;;t posoi 2 ayot 

Jengon berlokunyo worison sebagoi Objek Pojok. justru 

membowo persoolon dolam pengenccn 3eo Perclehon Hok Atos 

Tonoh don Bangunon selanjutnya disebul BPHTB, khususnya dalam 

praktek sehori-hori. Pemungutan BPHTS terhadop tanah don 

bangunan pada kenyatoonnyo oleh pihak fiskus c tidak hanya 

dibebankan atas wonson be~upa tonah don bangunon 

(berdasorkon ketentuan pasol' 2 ayat (2) huruf a. angka 5 Undong

undaGQ Nomor 20 Tohun 2000) tetapi juga atas pemisahan don 

pembaaian warisan berupa tonah dc;, bangur,on ,berdcs::r:;o" 

ketentuon pasol 2 ayat (2) huruf a. angka 7 Undang-undang NomoI' 

20 Tohun 2000 ,(ong disebutkan "pemisahon hak yang 

mengokibotkon perolihan"). 

Dalam hukum pajak dikenai ozas "taxation with 0 u,t 

representation is a robbery" don pajak gondo atau lebih dikenal 

dengan noma "double taxation". Berkaitan dengan obyek pajak 

"pemisahan pembagian warisan" berupa tanah dan bangunan 

yang juga dikenakan BPHTB, yang sebelumnya juga sudah 

dikena-I<on pajak ferhadap "wansan" nya tersebut,apakah nal Inl 

juga dapat juga dikategorikan pengenaan pajak ganda ? Padohol 

berdasorkan Hukum Pajak jelas pengenoan pajak gonda dilorang. 

Namun poda kenyotoonnya pihak fiscus telap mengenakan BPHTB . 

---~.~-.----.---.~-----~----

:iscus adalah negara. pemerintah sebagai penagih pajak, sebagai pengurus harta kekayaan, 
,engurus milik negara, jawatan pajak. Lihat Kamus fsti/ah Hukum Fockema Andrea, 
le/anda-Indonesia, susunan. MrA/gra. (et.al), Binaciptc. Bandung, 1983, h/m.140 
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iericodop pemisohon don pembogion won son berupo tonoi, do'l 

bongunon tersebut. 

BPHTB DALAM HUKUM PAJAK 

Berdasorkon Pasol 1 oyot (1) Undong -undong t'-lamar 20 

Tohun 2000 disebutkon Beo Peralehon Hok otas Tonah dan 

Bongunan odoloh pajak yang dikenakan at as peralehan hak atas 

tonah dan otau bangunan. yang selanjutnya disebul pajak. 

Jelaslah bahwo BPHTB termasuk ke dalam salah saiu jenis pajak .. ,· 

Bila kita telaah dalam pembagian hukum pajak berdasarkan 

sifa'dan maksud pengenaannya, maka BPHTS 'lIerupokcn pajak 

fidak IClngsung yailu pajak yang hanya dipungut kalau-pada suatu 

· kelika lerdapal sualuperisliwa alau perbuotan seperti penyerahan 

barang lak gerak, pembuolan sualu akla, dsb ; lagipula pajak ini 

lidak dipunguf dengan Sural Kefelapan Pajak-, jadi tidak ada 

-_._----------

da beberapa definlsi tentang Pajak diantaranya : 
Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan 
Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat Itnbalan (Iegenpreslalie) 

· yang secara langsung dapat ditunjukkan. yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
umum dan yang digunakan sebagai alat pedorong, pengnambat atau pencegah untuk 
mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Definisi dari Rochmal 

-Seen1ilro. Penganlar Stngkal AUKum PajaK. Pi Breco Bal!dung. 199-z-ft/nr.1~------- --_. 
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan 
jasa koiektif. dalam mencapai kesejahteraan umum. UeTlnISI dari Soeparman 
Sc"mahamidjaja. deseltasi beljudul -Pajak Berdasarkan Asas Golong Fioyong': 

· Untversitas Padjajaran Bandung. 1964. 
"Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) 
verschuldigde afdwingbare prestities), waar geen tegenprestatie tegenover staat en 
uitsluitend dienen tot dekking van publleke uitgaven. Defin;si dari N.JFeldmann. De 
overheidsmiddelen van Indonesia, Leiden. 1949. 

;urat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan yang diambil oleh Pejabat Kantor 
lspeksi Pajak, yang dinyatakan secara tertulis, mengenai, besarnya hutang pajak, serta 
lmlah yang dijadikan dasar' perhitungan (Pendapatan, Penghasiian, Kekayaan dan 
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1(ohir"'nya, misalnya Bea Meterai, Bea Balik Nama, Bea Warisan, dan 

sebagian besar dari pajak,9 Aiou definisi lain adalat, pajak-pajak 

iangsecara eKOnomlS pada aKhllFya dapat dilimoahkan 

'digeserkanj kepado pihak lain sedangkan secora administratif 

'icak dikenakan secara beruiang-ulang, tetapi hanya dikenakan" 

olio terjadi hal-hal. aTau peristi'A'a-oeristivva yang dikenakal! ;Jojak .. 

Sedangkan berdasarkan iembago pemungutnya atau 

kewenangan memungutnya merupakan Pajak Daerah yaitu pajak

pajak yang pemungulannya dikelola oleh Departemen Dalam 

Negeri melalui Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah 

Tingkat II /Kotamadya. Hal ini dipertegos ddl6~'YI Penjelosan Umum 

Undang-undang 21 Tahun 1997, penenmaan BPHTB 

merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan 

':epada Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pendapotan 

doeroh guna membiayai penye!enggoraan pemerintah daerah 

dan dalam rangka memoniapkan olonomi daerah. Kemudian 

apabila dilihat berdasarkan pangkal tolak pengenaannya don ciri

cirinya maka BPHTB merupakan Pajok Objektif yaitu pajak-pajak 

yang pemungutannya berpangkal pada objeknya, dan pajak 

dipungut karena keadaan, perbuatan. dan kejadian yang 

di/akukan atau terjadi dalam wi/ayah Negara tanpa 

mengindahkan kediaman atau sifat subjeknya. '1 

bagainya), jenis pajak, tahun pajak, nama wajib pajak dan alamatnya, saat pembayaran, 
mor dan Kode Kohir. Definisi dari Rochmat Soemitro. ibid. hlm.43. 

,hir merupakan cermin SKP dan merupakan 'record- tempat untuk mencatatkan semua 
dakan yang diambil lerhadap wajib pajak, seperti peringala legoran, sural paksa sila dan 
n sebagainya. Lihat sebagian Rochmat Soemitro. Asas dan Dasar ,oerpajakan 2. 
CEresco Bandung. 1991, him. 19. 
His bawah oleh penulis. Lihat R. Santoso Brotodihardjo. Pengantar Ilmu Hukkum Pajak. 
TRefika Aditama Bandung, 1998, hlm.94. 
lmpulan calalan penulis dalam Hukum Pajak di Nolarial 
.m. 



?emenuhon <ewn;ibon i',PHTB odo!oh berdosorkan sistem self 

assessment yaitu Wajib Pajak 12menghitung dan membayar sendiri 

utang pajaknya. ,:odi orang aiou Badon yang dikenakan flPHTD 

horus mengh'lt, ,rro I I ....... I::" membuot Surot Setoran BPHTB (SSB'I dan 

membayor pojoiG--"o sendfri. Sesmnyc Torif ditetdpkan sebesar 5 % 

(iima persen) dari hilai Perolehcn C)oje;; r'ajak Keno Pajak. 

WARISAN SEBAGAI OBJEK PAJAK BPHT: 

Sejak berlakc;nya Undang-L'ndang /'Jomor 20 Tahun 2000 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang ~~omor 21 Tahun : 997 

Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka 

warisan yang semula berdasarkan ketentuan Posal 3 ayat (1) huruf 

f. Undang-undan[Nomor 21 Tahun 19G7 bukan merupakan objek 

pajak BPHTB, berdosorkan ketentuan Posal 2 ayat (2) huruf a. angka 

5 Undang-undang Nomor 20 T ahun 2000 yang mulai berlaku 

terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001. ditetapkon sebagai objek 

pajak BPHTB. Namun tidak dijelaskan apakah yang dimaksud 

dengan worisan tersebut atau jenis worisan apa yang dikenakanan 

BPHTB. Rasio legis yang dapat digunckan adalah bahwa BPHTB 

menyangkut tana!l dan bangunan, maf;a worisan tersebut berupa 

tanah dan atau bangunan. Wolaupun sudah jel6s worisan berupa 

tanah dan atal I bangllPop, mOOh belurn_i.elas opokoh wqris_atL-~ __ ._m 

yang dimaksud wansan yang sudah terbagi 

kepemilikkan bersama. 

aiau masih 

Worisan adalah soal apakah dan bagaimanakah peibagai 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang 

Najib pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang
mdangan perpajakan ditentukan untuk melakukac kewajiban perpajakan, iermasuk 
lemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. 
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pada waktu ia rneninggcl dunia ak·:m oeralih kepada ,>'eng rnasih 

hidup,' Pada intinyo worisan itu merupakan pengalihar, harto 

kekayaan dari orang yang sudan meninggai dunia (pewaris!, 

sehnggo horus ado suotu peristiwa yaitu kernolian deri Jewaris 

reriebih dchuiu, Harta kekoyoon tersebut dapat berupa oktiva 

(barong-barang yang rnosii- 000) don pasiva i'dalom bentuK 

utang-utang) . 

Bila dikoitkan dengon BPHTB, mako warisan yang dimoksud 

adalah merupokan harto peninggalan dari pewaris yang berupa 

aktiva khususnya tanah dan atau bangunan, yang akan beraiih 

kepada (para) ahli waris'" akibat adanya kernarian. Warisan 

termasuk dalam objek pajak ,yang disebabkan adanya suatu 
" 

perisiiwa kematian, keuntungan yang diperoleh secara 

,,-,endacJ::::k, or lugerah ,yang dipero:eh korena secara tidak, 

terduga, pokoknya segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak 

manusia, (Para) ahli waris sebagai subiek pajak BPHTB:5 yang akan 

Del,inisi dari Wirjono Prodjodikoro. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung, Vorkink van 
Hoeve, 's Granvenhage. him. 8. 
Ada beberapa delini lain: 
1, Warisan adalah harta peninggalan, pusaka. dan surat wasia!. Lihat W,J S, 

Poenvardarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta - Oepdikbud, Pusat 
Pembinaan Bahasa Indonesia. 1982. him. 1148, 

2. Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, suatu kompleks 
aktiva dan pasiva, Lihat Hartono Soerjopratiknjo. Hukum Waris Tanpa Wasial. Seksi 
Notarial Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakal1a, cetakan /I. 1983, 

3 Warjsan adalah kekayaan yang b,,~upa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang 
berpindah kepada para ahli waris, Lihat J Satno, Hukum Wans. Alumm Handung. 7992,' 
him, 8. 

4, Kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati itu, adalah merupakan suatu kumpulan aktiva 
dan pasiva, yangdinamakan harta penm9galan atau warisan. Lihat M, Isa Arief A Pit/o. 
Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, PT Intel1'f1asa 
Jakarta. 1994. him. 1. 

Ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang yang tneninggal 
dalam kedudukan hukutn harta kekayaan. Lihat Haltono Soeljopratiknjo. op ' cit, him. 1. 

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas 
tanah dan atau'bangunan, Lihat Pasal 4 Undang-undang 21 Tahun 1997 rentang BPHTB, 
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dikenokon BPHTB sebob io/rnereko leloh rnempe;oieh hok ,::FC, 

tonoh don otou bangunan dori pew oris sebagai suotu keuntur,::;o~ 

yang diperoleh secora mendadak! tidak terduga. Sebac: 

sebagaimana peristiwo kemotion yang tidok dopat didUCC· 

dugo mengenoi woktunyo. Sebogoimana teioh disampO:;c'· 

dimuko dasor pengenaon BPHTB adoloh tonoh sebogoi OO::;IC'· 

bumi. yang merupakan karunio Tuhan Yang Moho Esa set-c 

memiliki fungsi sosia!, di somping memenuhi kebutuhan doso

untuk popon don lohan usaho, juga merupokon oIat investos 

yang menguntungkan, Demikion juga dengon bongunan yang 

memberikon monfoat ekonomi bogi pemiliknyo, Oleh karene 

itu, bogi mereko yang memperoleh hok otas tonoh 0 1,-.", ,." , 

bongunon, wojor menyerohkon sebogion nilai ekonomi vong 

dipero:ehnyu kepoc'G ~:eg'-Jfo m21G1ui pemboyoron pajak. Joe;" 

pengenoon pajak berupo BPHTB terhodap worison berupo Tonch 

dan bangunan adolah merupokan hoi yang wojor sebab ipora) 

ahli woris telah memperoleh keuntungon otou mantaat dari 

pengolihon tonah don at au bongunan won son tersebut. 

Woloupun secora ny010 keun1ungon otou monfoat honyo dopat 

kito lihot melolui pengolihon kepemilikkon soja, berupo bolik noma 

worison at as tonoh don at au bongunon"~', Untuk proses bolik nama 

wonson ini, (para) ohli woris seloin horus membuktikan bohwa 

mereko odalC:in--oenar·benor dhii··waris-·melalur~erang-an -Ahli 

Woris'·, io/mereka horus membayar BPHTB don memboyor biaya 

;alik nama warisan berupa tanah dan atau bangunan adalah merupakan proses pengalihan 
epemilikkan suatu tanah dan atau bangunan dari pewaris kepada (para) ahli waris melalui 
:antor Badan Pertanahan Nasional setempat (tergantung wilayah tempat tanah dan atau 
angunan tersebut berada), sehingga pada akhirnya sertifikat tanah sebagai bukti 
:epemiiikkan yang semula atas nama pewaris berubah menjadi kepemilikkan atas nama 
para) ahli waris. 

(eterangan Ahli Waris merupakan bukti surat yang menyebutkan di dalamnya siapa ahli 
varis dari pewaris, apa hubungar. ahli waris terse but dengan pewaris dan besarnyp 'oaglan 
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ba:;k noma wr";::..n. Meliha! dari proses baiik nama warisan atas 

tanah dan aiau bangunan ya:-:g semula atas nama pewaris beraiih 

keoada (oara) ahi! waris. rnenandakan bahwa han/a terhadap 

\A/orison berupa tanoh dan atou bongunon yang. sudol; terbo9i 

saja yang dikenakon SPHTB. Pengenaan BPHTB terhadap warisan 

yang sudah terbag; dibebankan kepada (para) at'ii waris yang 

nomanya tercanium ddam bukti kepemilik~:an lanah dan aiel.' 

bongunan tersebut (sertifikat) melall.'i proses balik name! peralihan 

kepemilikkan. 

Dalam kehidupan sehari-hari. ada kaianya pada soot proses 

balik, nama warisan. (para) ahli waris sepakat untuk meyerahkar 

lanah dan atau bangunon tersebul kepada seorang soja dari para 

ahli waris untuk dinvatakan sebagai pemilik harta peninggalan 

pewol!s. Dala,~i hel harta peninggalan tersebul berupa lanah jon 

atau bangunan yang hendak diserahkan kepada salah seorang 

c:Jja dari ahli waris maka harus dilaiui suatu proses yaitu pemisahan 

pembagian warisan" berdasarkan Pasal 573 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yang berbunyi : 

" pembagian benda yang menjadi milik lebih dari satu 
orang harus dilakukan menurut aturan-a!uran yang 
ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta 
peninggalan" 

Sentuk nyata dari pemisohan pembagian warisan tersebut 

1J00lJS melalui suotu (lkta yang disebut dengan Akta 

warisannya yang dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang (Notaris, Pemerintah setem;)at, 
Pen~adilan) iergantung siapa ahii waris yang bersangkutan dan sesuai peraturan yang 
berlaku. 

Pemisahan pembagian warisan adalah suatu perbutan hukum, dengan mana perserta 
bersama-sama menghapuskan hal tak dapat dibagi, sekurang-kurangnya mengenai salah 
satu benda, sekurang-kurangnya mengenai salah seorang peserta dan memperuntukkan 
bagian-bagiannya untuk orang tersebut Definisi dari catatan kuliah penulis, Teknik 

. Pembuatan Akta ilL 
Pemisahan pembagian harta peninggalan (warisan) ini diperbolehkan dan diatur menurut 
Pasal1066 sid Pasal1125 bab 17 buku II K.U.H.Perdata. 



· Pemisohon Hak Bersamc, yang dibuat dihadapan Pejcbd 

Pembuai AUo Tanah (PPAT) dengan benluk oklo yang leloh 

ditentukon. Sehingga proses balik nama kembali terjadi dar! 

(para) ahl! waris kepada salah saiu ahl! waris, cion untu~ 

pemenuhan syara; balik nama In!, pihak fiscus kembc'i 

mengenakon BPHTB terhadap objek yang soma dan sUDie~ 

yang soma. He: jr':lah yang menjadi masalah karena akan 

limbui apa yang dinamakan pajak gonda, Namun 

sebelumnya kiTa mesti melihai pertimbangan apa yang 

dipakai dan bagaimana hal terse but dapat terjadi. 

PEM1SAHAN PEMBAGIAN- WARISAN 
DENGAN PAJAKGANDA 

DlKAITKAN 

Pihak fiscus fY1engenakan BPHTB dengan dasar hukum Pasa! 2 

ayat (2) huru! a angka 7 Undang-undang Nomor 20 Tohun 2000 

yang berbunyi : 

(2) Perolehan hak alas lanah dan atau bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) melipuli : 
a. pemindahan hak karena : 

7. pemisahan hak yang mengakibalkan 
". peralihofT.--- .. ------.-.. 

Apabila kita melihai penjelasan dari undang-undang dimaksud, 

bahwa Pemisahan hak yang mengakibalkan peralihan adalah 

pemindahan sebagian hal bersama alas tanah dan alau bangunan 

oleh orang pribadi alau badan kepada sesama pemegang hak 
, 

bersama. Jodi disini pihak pembuat undang-undang membedakan 

-------------_._._--_ ....... _ ...• _ ... _--
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cntcrc pemischcn hck yang mengakibaikan peralihan dan 

pemisahan hak yang tidak mengakibatkan peralihan. Uniuk iiu kita 

horus meneiaah apakah pemisahan oembagian worisan itu 

mengakibatkan oeralihan hak ? 

Untuk menjawab pertaryaan tersebut, kita tidak te:!epas dari 

suctu kepemilikcn. Dalam Hukum Perdatc dikenal 2 jenis Pemilikcn 

Bersama. yaitu" : 

1. Pemilikan Bersama yang bebas 

Hak milik bersama yang bebas terjadi karena diperjanjikan 

an tara beberapa pemilik bersama dclam suatu benda. Jodi, 

para pemilik bersama itu menghendaki pemilikan bersama 

, tersebut. 

. Misalnya beberapa mahasiswa membeli sebuah rumah, 

mereka berscma-sama menJadi pemilik rUlllah tersbut. 

Para pemiiik bersama dapat . " memin,a pernisohan dan 

pembagian terhaclap benda bersamc tersebui. Seiiap pemilik 

bersama mempunyai bagian sebagai' harta kekayoan yang 

berdiri sendiri, dan wenang menguasai bagiannya itu dan 

berbuot apa soja terhadap bendanya tanpo perlu IZln dari 

pemilik bersama lainnya. misalnya menjual, menggadaikan. 

menghipotikkan bagiannya itu. 

2. Pemilikan Bersama yang ferikaf 

-.- . H-c:ikmiiiKbersama yang tenkatlerjooi H l<drena ke-Tenruan .------

undang-undang dan sebagai akibot hubungan hukum yang 

sudah ada terlebih dahu!u, misalnya pemilikkan berscma harta 

perkawinan akibat adanya perkawinan, pemilikkan bersama 

atas harta peninggalan akibat adonya pewansan hak mi!ik 

bersama akibat adanya persekutuan. Dalah hak mi!ik bersama 

il 



· ""1ng terikal terdopat kesotuan rnengenai benco bersoma dan 

pembogio fidak mungkin dilakukan. Tiap pemilik bersama tidak 

dimungkinkan berbuat apa soja ianoaizin dar; pernilik bersama 

lainnya. Tiap pemilik bersamo berhok atas selu~uh bendonya. 

Tetapi mengenai harta peninggolor. dapot diterobos, sehingga 

dapaT dipisahkon at au diabg; ontara para ahi! warisnya. 

Sedangkan flak milik bersoma Yang Terikat !alnnya hanya dapat 

dibagi apabila ikatan putus otau bubar, misolnyo perkawinan 

putus karen a perceraian. persekutuan bubar karena perceraian, 

persekutuan bubar karena berakhir. 

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, wansan merupakan 

bagien dari kepemilikan bersama yang terikat dan menurut 

perkembangannya boleh dilakukan pemisahan pembagian 

wan san. 

tv\enurut ketentuan Posal 1083 KUHPerdoto .. yang mengotur 

mengnai periha! "daya berlaku surut" dari suatu pemisahan 

pembagian warisan, ahli waris yang menerima pemisahan dan 

pembagian warisan dianggap seketika, yaitu sejak soot pewaris 

meninggal dunia, menggantikon pewaris dalam hak miliknya atas 

benda-benda yang dibagikan kepadanya, sedangkan para ahli 

wans )fang lainnya dianggap sejak soot pewaris meningga! dunia 

---Hdak pernah rnemperolen hok millkafas bendo warrmn-yang----- ---

dibagikan kepada ahli warfs lain. Jodi dalam hal pemisahan 

pembagian warisan, apabila sesuatu barang yang iermasuk dalom 

warisan yang bersangkutan dipisah dan dibagikan kepada salah 

seoranq ahli waris, maka hak milik atas barang tersebut beralih 

iangsung dari pewaris kepada ahli wans yang menenma 

"enjelasan nomor 1 dan 2 dari Abdukadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PI. Citra 
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pemisahan don per"0bagiofl warisan tersebut. iJntuk ahli 'N06s yang 

iainnya, menurul ketentuan Pasai : 083 KUrlPerdaia sejo~ soot 

peworis meninggoi dunia tidoK pernon memperoleh hak milik atas 

borang worison tersebut, maka tentu soja ohii woris yar'g !oinnya 

itu juga tidak mungkin menyerahkon hak milik yang tidak pernah 

dipunyainya kepada ahli woris yang menerima pemisahan dan 

pembagian tersebut. Oleh korena itu. pemisohon pembogion 

worisan bukan bersi!at frans/alief (mengalihkan hok), meloinkan 

honya bersi!ot declarafief (honyo menerangkon perolihon hok 

yang demi hukum teloh terjadi sebelum dibuotnya pemisahan dan 

pembagion warisan"melalui Akta Penyerahan Hak Bersama. yaiiu 

pada saal pewaris meninggal duniaj. 

Jodi untuk menjawab pertanyaan dimuka, berkailon dengan 

pihak fiscus yang rnenerapkcn Pasal 2 ayal (2) huru! a angka 7 

Undang-undang Nomor 20 T ahun 2000 sebagai dasor hukum 

pengenaan BPHTB terhadap pemisahan dan pembagian worisan 

adalah tidak pada tepat. Menurut penjelasannya, jelas pemisahan 

yang menyebobkan peralihan hok itu hanya dopat dbebankan 

BPHTB lerhadap pemilikan bersama yang bebas, bukan terhadap 

pemilikan bersama yang terikat seperii harta peninggalan atau 

worisan. Sebab untuk horta peninggalan at au worisan apabilla 

dipisah bagikan tidak menyebabkan peralihan hak sebagaimana 

-·------almaksud dalarn isi pasal-ptersebut.....p~ngk. . ....fuGUS-te~ ill/ah 

mengortikan sehingga sehorusnyo tidak boleh memungut BPHTB 

terhadap pemisahan pembagian worisan. 

Didalam hukum pajak dikenal istilah ;'taxation without 

representatief is a robbery", bahwo penegaan pajak itu horus ada 

kesepakaton dori rakyot dan kerelaan rokyat yang disuorakon 

Aditya Bakti Bandung. 2000, him. 154 
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melalui iembaga OPR yang ken,udian dituangkan dalcm bentuk 

undang-undang, apabila lidok ado undong-undong 0100 

oturannya atau bahkan menurUT penulis opabila salah 

meneropkan aturannya mako pajak ilu dianggop sebagai 

peramposon atau perampokan. Selain ilu dikenal juga dengan 

isiiah "double taxation" alau apo yang disebul dengan pajak 

gonda. Terjodinya suatu pajak gondo apabilo terpenuhinyo ciri-ciri 

pajak ganda tersebul antara loin : ado beberapa negara yang 

memungut pajak, untuk objek yang soma, pada subjek yang 

soma, dengon dasar yang soma, dan untuk pajak yang sama atou 

sejenls. 

Pengenaan BPHTB ierhadap wansan dan pemisahan 

pembagian warisan dapat dikategorikan sebagai pengenaan 

;Jclck gar,ja. \VoIaupun lidck dipungut oleh negara yang 

berberda namun pajak ilu dikenakan pada objek warisan yang 

sama sebagai objek pajak. dibebankon kepado (paro) ahli waris 

yang soma sebagai subjek pajak dan pengenaannya adaah untuk 

pajak yang soma atau sejenis dengan dasar yang sama yaitu 

da/am Bea Perolehan Hak Alas T anah dan Bangunall menurut 

Undang-undang Nor::or 20 i ahun 2000. 

--------------------_. 

f. KESIMPULAN DAN SARAN 

Warisan merupakan objek pajak Bea Perolehan Hak ,'\i05 

Tanah (BPHTB) sejok diberlakukannyo Undong-undang Nomor 20 

Tahun 2000 Tentang Perubahan ,b,t05 Undang-undang Nomor 21 

T ahun 1997 Tentang Bea Pero1ehan Hak Atas T anah dan Bangunan. 
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Namun pada kenyataannya pemisahan pembagian terhadap 

wansan yang soma juga dikenakan BPHTB padahol woman 

merupakan kepemilikan bersama yang terikat yang tidak 

menimbu1kan pengalihan hak. 

Sebn itu bertentangan dengan azas dalam Ilukum pajak 
.' 

yaiiu "taxation without representatief is a robbery", boll'vva 

penegaan pajak ilu horus ada kesepakaian dari rakyai don 

kerelaan rakyat yang disuarakan -melalui !embaga DPR yang

kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang, apabila 

tidak ado undang-undang atau aturannya at au bahkan menul"ut 

soya apabila salah menerapkan aturannya maka pajak ilu 

dianggap sebagoi perampasan atau perompokan. Juga timbui 

lorongan dolam hukum pajak yaitu pengenaan pajak ganda atau 

'deuble taxation". dir:',"!"'o telGh dilQkukan pemungutan pajak 

pada objek warisan yang soma sebagoi objek pajak. dibebonkan 

kepado (para) ahli waris yang soma sebagai subjek pajak don 

pengenaannya adaah untuk pajak yang soma atau sejenis 

dengan dasor yang soma yaitu dalam Bea Perolehan Hak ,Atas 

Tanah dan Bangunan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2000. 

Sehingga menurut penulis, apabilo pemerintah hendak 

mewujudkan penyelenggaraan perpajakan yang adil, mako 

pemisahorr-pembagian wOf~i--.......eBi<*--pGIjGk-.yang horus 

dipungut oleh fiscus, pihok pemerintah horus mengkaji ulang isi dori 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tersebut tanpa 

menghilangkan rosa keadilan dan kepentingan bagi masyorakat, 

karen a apabila ditinjau dari segi hukum yang lain secara teori. 

penerapan pengenaan BPHTB terhadap warisan adalah wajar 

namun terhadap pemisahan pembagian warisan tersebut adalah 
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tidak rei evan. I\tau aiangkah lebih baik jika pengenaan BPHTB 

terhadap pemisahan pembagian worisan horus dihapuskan. 
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